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BUPATI BANDUNG BARAT

e ——————————————

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2009, periu
mengatur landasan pelaksanaannya;

. bahwa pengaturan landasan pelaksanaan APBD termaksud pada huruf

a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 )
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 862
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35689),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685), sebagaimana telah ciubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga’raan

' Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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on

Undang-

(Lembagr;}nm?\lng ?0’“0’ 1 Tahun 2004 tentang Parbendaharaan Negara

Tambahan L ©Q373 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Smbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Unda ;
peratﬂfgfg"ang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
[ erundang—undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004, No
L mor 33, T i
Indonesia Nomor 4389) ambahan Lembaran Negara Republik

>

' gggaglg‘,“”dang _Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
gelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Sepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
€gara Republik Indonesia Nomor 4400),

gnding—{.lndang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan
embangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421 ):

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambaljan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574),

14 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575),

15 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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16.Pera :
Keuatr‘:;g gemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 1
4578), 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

17.Pe ;
Kefg{‘:ra;; dPemgrmt_ah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
9an dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Ind i
R Onésia  Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 4614),
18.P )
U‘:'r"am"'\?n Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
9 Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tamb i '
Nomor 4738) ahan Lembaran Negara Republik Indonesia

19-@2230‘;;% PMenlerl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
den ang engelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
= g eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

erubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah:

20. geraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
edoman  Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7):

23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BARAT TAHUN ANGGARAN 2009. .
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 sebagai berikut:
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Rp 35.508.076.775,00
Rp 638.347.945.320,00

Rp 77.102.555.000,00
' ~ Rp651.173.173.200,00
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2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

b.

1) Belanja Pegawaij

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsigi

4) Belanja Hibah

S) Belanja Bantuan Sosial

©) Belanja Bagi Hasil
Pemerintahan Desa

7) Belanja  Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintahan Desa

8) Belanja Tidak Terduga

Kepada

Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Daerah

a.

Penerimaan

b. Pengeluaran

Pembayaran Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Penjabaran APBD sebagaim

Rp 445.034.631.916
Rp 0,00

Rp 0,00

Rp 29.842.500.000,00
Rp 32.898.600.000,00
Rp 22.379.000.000,00

Rp 2.970.000.000,00

Rp 7.187.245.619,00

Rp 24.717.318.948,00
Rp 147.130.293.402,00
Rp 125.408.658.127,00

Rp 86.609.670.917,00
Rp 0,00

Rp 540.311.977.535,00

Rp 297.256.270.477,00

Rp 837.568.248.012,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksqr_i .dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran | yang tidak terpi sakan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran Il yang tidak terpisahkan dari Pera

AD

Rp 86.609.670.917,00

Rp 86.609.670.917,00

Rp 0,00

ana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam
turan Bupati ini.



Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran ap
lebih lanjut dalam dokum BD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan

en ,
Pelaksanaan anggaran satuang kerja perangkat daerah sesuai

dengan ketentuan peratyran Pérundang-undangan

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuin

a, memeri j i
dengan penempatannya dafam BY merintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

erita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Padalarang
pada tanggal 5 Maret 2009

Diundangkan di Padalarang
pada tanggal 5 Maret 2009
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